SALINAN

KEPALA DESA LAWU
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA LAWU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Menimbang

engingat

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

KEPALA DESA LAWU,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Priroritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
Pasal 6 ayat (2) huruf I yaitu Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa untuk mendukung Percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan
kegiatan priroritas yang bersumber dari Dana Desa,
diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan
ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan
kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit
10 % (sepuluh persen) dan paling banyak 25 %(dua puluh
lima persen) dari anggaran Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 230);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor
435);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);

13. Peraturan Desa Lawu Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lawu
Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Desa Lawu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintahan Desa 2023 (Lembaran Desa
Lawu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lawu Kecamatan Nguter Kabupaten
Sukoharjo.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah  Desa, dan  unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.
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Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute
Respiratory Syindrome-Corona Virus-2.

Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh
faktor nonalam yaitu Covid-19 yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa,
sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak
sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis
manusia.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin
atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa
untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi
Covid-19.

Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata,
Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan
Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.
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Pasal 2

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan
kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:

a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
c. kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa.

Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai
kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
tahun anggaran 2022.

Pasal 3

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Desa Lawu dan diprioritaskan untuk keluarga miskin
yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
kronis/menahun;

d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainya
yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

e. keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum
menerima bantuan;

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia; dan

g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima
bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.

Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan
dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
peraturan Kepala Desa ini.

Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan
terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember
2023.

Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan Kedua
sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
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(7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau
tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala
Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat
yang baru.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT
Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Lawu.

Ditetapkan di Lawu,
pada tanggal,15 Desember 2022

KEPALA DESA LAWU,
ttd
MULYADI

Diundangkan di Lawu
pada tanggal, 15 Desember 2022

SEKRETARIS DESA LAWU,
ttd

SUWANDI
BERITA DESA LAWU TAHUN 2022 NOMOR 3
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DAFTAR HADIR
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari dan Tanggal

Kamis ,15 Desember 2022

Jam 09.00 WIB
Tempat Aula Balai Desa Lawu
Keperluan Pembahasan Peraturan Desa
tentang Daftar Penerima Bantuan
Langsung Tunai BLT-DD Tahun
2023 Diesease -19
TANDA
NO NAMA JABATAN ALAMAT TANGAN
1 2 3 4 5
1 | MULYADI,SE | Kepala Desa Mulyorejo RT.04 /12 1.
2 | SUWANDI Sekretaris Desa Lawu RT 03/12 2.
3 | SUTIMAN Kasi Pemerintahan Brangkal RT 01/03 3.
4 |SKI Kasi Pel Doho RT 03/05 4
MULYONO asi Pelayanan oho .
5 | SIHNI,SE Kaur Pelayanan & | g oy a1 RT:02/03 | 5.
Umum
ICHSAN . : )
6 HANANTO Kasi Kesejahteraan Doho RT:01/04 6.
HASAN .
7 WIDAYAT Kaur Keuangan Majan RT 02/11 7.
DHARU .
8 PURNAMA, ST Kaur Perencanaan Lawu RT:03/12 8.
9 | SUMADI Kepala Dusun I Brangkal RT 02/03 9.
ROYAN ALFI .
10 NUGROHO Kepala Dusun II Kedungasih RT 02/06 10.
RIFALDI DWI
11 WURYANTO Kepala Dusun III Mulyoroto RT 01 /07 11.
12 | SUMARNO Kepala Dusun IV Lawu Rt. 01 / 12 12.

Kepala Desa Lawu,

ttd

MULYADI
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DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWU

, Desember 2022

Jam 09.00 WIB
Tempat Aula Balai Desa Lawu
Keperluan Pembahasan Peraturan Desa tentang
Daftar Penerima Bantuan Langsung
Tunai BLT-DD Tahun 2023 Diesease -19
NO NAMA JABATAN ALAMAT TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
SURATMAN ABU .
1 SHOLEH Ketua Kedungasih 1.
SEHONO ENDRO . .
2 WIBOWO Wakil Ketua Barusari 2.
3 | TUTIK INDRIYATI Sekretaris Doho 3.
4 | HENGKI Anggota Doho 4.
5 | SURANTO Anggota Puluhan S.
6 | ANANG SRIYONO Anggota Guyangan 6.
7 | SRI SURANI Anggota Majan 7.
8 | SARJONO Anggota Mulyoroto ]
9 | SUWARNO Anggota Lawu 9

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA LAWU
KETUA

ttd

SURATMAN ABU SHOLEH
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PERATURAN KEPALA DESA

DESA : LAWU

KECAMATAN : NGUTER

KABUPATEN : SUKOHARJO

NOMOR : 3

TAHUN : 2022
TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

TAHUN 2023

DISAMPAIKAN KEPADA: BUPATI SUKOHARJO
TANGGAL : -
NOMOR SURAT : -



- 10 -

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA LAWU
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 7 / BPD / 2022

Pada hari ini Kamis Tanggal lima belas Bulan Desember Tahun Dua

Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Balai Desa Lawu, Kecamatan
Nguter, Kabupaten  Sukoharjo, telah  diadakan rapat Badan
Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan
Desa tentang :
Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai
BLT-DD Tahun 2023 Diesease -19. Rapat Badan Permusyawaratan Desa
dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Undangan lainnya sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran,
keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan
mengenai pokok-pokok Pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan
sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT-DD
Tahun 2023 Diesease -19 ditetapkan Menjadi Peraturan Kepala Desa
tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2023 Diesease -
19

Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lawu, 15 Desember 2022

Kepala Desa Lawu., Badan Permusyawaratan Desa
Desa Lawu
Ketua,
ttd
ttd

MULYADI, SURATMAN ABU SHOLEH
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2023, di Desa Lawu Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Provinsi
Jawa Tengah, maka pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Desember
Tahun 2022 di Balai Desa Lawu telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus
untuk membahas dan menetapkan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Desa dalam rangka penangangan dampak Covid-19 yang dihadiri oleh Pemerintah
Desa, BPD, dan wakil-wakil masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana
tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Paparan Kepala Desa / Ketua Tim Relawan Covid-19 tentang arah
kebijakan Penggunaan DD untuk BLT Tahun 2023.

2. Penyepakatan kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD.

3. Laporan hasil pendataan calon penerima BLT DD oleh TIM Relawan Covid-
19 dan Pembahasan serta penyepakatan bersama calon keluarga penerima
manfaat BLT DD TA 2023.

4. Pembahasan terkait Rencana Tindak Lanjut.

5. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber:

Pimpinan Rapat : Suratman Abu Sholeh dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulis : .Suwandi dari Sekretaris Desa
Nara Sumber : 1.Mulyadi, SE dari Kepala Desa

2. Bambang Sugiyanto,SH dari Staf Pemrintahan Kec

3. Hendri Susanto dari Babinsa Nguter

4. Achmad Romadhon dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas selanjutnya
seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus ini, yaitu :

1. Tersampaikannya paparan Kepala Desa/Ketua Tim Relawan Covid-19 tentang
arah kebijakan Penggunaan DD wuntuk BLT tahun 2023 sebesar Rp.
241.200.000 (Dua ratus Empat Puluh Satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah )

2. Disepakatinya kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD, yakni
a. Kriteria BLT DD
1. Calon penerima BLT DD keluarga miskin (KK) dengan ketentuan sbb :

* Keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem.

* Kehilangan mata perncaharian.

* Terdapat anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun.

* Penerima jaring pengaman sosial lainya yang terhenti baik bersumber
dari APBD dan/atau APBN.

* Keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima
bantuan.
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* Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

2. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa harus memiliki Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang berdomisili di Desa Lawu.

3. Penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda)

sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD
Kabupaten.

b. Mekanisme penyaluran

1.

2.

3.

4.
d.

Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan
setiap bulan dapat dilakukan secara tunai.

Masa penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan
Januari sampai dengan Desember 2023

Besaran BLT Desa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga
penerima manfaat setiap bulannya.

Monitoring evaluasi dilakukan oleh BPD, Camat dan Inspektorat Daerah.
Penanggungjawab BLT Desa adalah kepala Desa.

3. Disepakati bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa TA 2023 Desa Lawu sebagaimana
terlampir.

4. Disepakatinya rencana kerja tindak lanjut, sebagai berikut.

a. Pengajuan pencairan pada Bulan Januari-Desember
b. Kepala Desa segera menetapakan calon penerima BLT DD dengan

peraturan kepala Desa.

5. Telah ditandatanganinya Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.
Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.Lawu, 15 Desember 2022

Pimpinan Rapat Notulis / Sekretaris
Ttd ttd
SURATMAN ABU SHOLEH SUWANDI
Mengetahui

Kepala Desa Lawu
ttd

MULYADI,SE
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WAKIL — WAKIL PESERTA MUSDES

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 |TUTIK INDRIYATI BPD 1.
2 |SUMADI KADUS I 2.
ROYAN ALFI
3 NUGROHO KADUS II 3.
RIFALDI DWI
4 WURYANTO KADUS III 4.
5 |SUMARNO KADUS IV 5.
KASI

[ ICHSAN HANANTO

KESEJAHTERAAN
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DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus
Agenda Acara : Penetapan Calon Penerimaa manfaat BLT-DD
Waktu : Jam 09.00 s/d 10.30 WIB
Hari/Tangggal : Kamis, 15 Desember 2022
Pimpinan Rapat : SURATMAN ABU SHOLEH
NAMA UNSUR ALAMAT RT/RW
1
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NO NAMA UNSUR ALAMAT RT/RW
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i Pimpinan Rapat
Mengetahui Ketua BPD Desa Lawu

Kepala Desa Lawu

ttd

MULYADI,SE

ttd

SURATMAN ABU SHOLEH
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NOTULENSI

Kegiatan

Agenda acara

Waktu

Hari/Tangggal

Jmlh Peserta Yg Hadir
Pimpinan Rapat

:Musyawarah Desa Khusus

:Penetapan Calon Penerima manfaat BLT-DD
:Jam .09.00 s/d 10.30 WIB

:Kamis /15 Desember 2022

:56 Orang ( 53 laki laki, 3 Perempuan)
:SURATMAN ABU SHOLEH

NO Catatan Proses Hasil/Kesepakatan Musdes
1 | Musdes dibuka oleh MC. Untuk acara Hasil Musdes.
pembukaan. 1.Penjelasan Terkait penanganan
2 | Pembacaan Do’a. dampak covid-19 bagi warga Desa
3 | Sambutan Kepala Desa Lawu, Lawu Khususnya bagi warga miskin
4 | Bp.Mulyadi,SE yang terdampak Covid-19
Musdes dipimpin oleh ketua BPD 2.Pemaparan Program Kerja
dengan menjelaskan maksud tujuan Pemerintah Desa Lawu Kecamatan
dilaksanakan musdes khusus untuk Nguter dalam Penggunaan bantuan
Pencermatan daftar Calon Penerima Dana Desa Khususnya untuk kegiatan
Manfaat BLT- DDTahun 2022 yang dimulai | Bantuan Langsung Tunai ( BLT)
dari; 3.Tersampaikannya paparan Kepala
5 1. Wilayah Kadus I- 18 KPM Desa Lawu/ Ketua Tim Relawan Covid
2. Wilayah Kadus II - 13 KPM -19 tentang arah kebijaksanaan
3. Wilayah Kadus III - 19 KPM Penggunaan DD untuk BLT tahun
6 4. Wilayah Kadus IV - 17 KPM 2023 Sebesar Rp.241.200.000,00
Pengarahan dari Bapak Camat Nguter (Dua ratus Empat Puluh Satu Juta
7 | Yang di Wakili Oleh Bapak Bambang Dua Ratus Ribu Rupiah )

Sugiyanto ,SH dari Staf Pemerintah
Pengarahan dari Babinsa Nguter Oleh
Bapak Serda Hendri Susanto

Tanya Jawab dan pembenahan Data KPM
Kesimpulan

Penutup

4.Jumlah Kepala Keluarga ( KK)
Penerima Manfaat BLT-DD sejumlah 67
KPM.

S.Rencana kerja tindak lanjut (RKTL)
hasil Musdesus sebagai berikut:

- Hasil Musdesus digunakan sebagai

acuan
Penyusunan Peraturan Kepala Desa (
Perkades ) tentang Penerima BLT
dana
Desa tahun Anggaran 2023,

- Pencairan BLT akan diberikan
secara tunai setiap bulan sekali
direncanakan
Minggu kedua

Mengetahui
Kepala Desa Lawu,

ttd

MULYADI,SE

Pimpinan Rapat
Ketua BPD Desa Lawu,

ttd

SURATMAN ABU SHOLEH




